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ABSTRAK 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk 

mempertahankan kehidupannya. Aktifitas antara seseorang dengan 

orang lain dapat disebut sebagai muamalah. Dalam pemenuhan 

hidupnya masyarakat di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah 

memerlukan bantuan orang lain. Mayoritas masyarakat di Setia 

Marga, Kampung Terbangi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah bermata pencarian sebagai petani, 

biasanya dalam bertani masyarakat memerlukan modal usaha 

pertanian yang dipinjam kepada pemilik modal yang dibayarkan pasca 

panen dengan penambahan hasil panen. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung 

Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung 

Tengah dan bagaimana analisis hukum Islam tentang pinjaman modal 

usaha tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung 

Terbanggi Besar dan untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha 

pertanian tersebut dalam Prespektif Hukum Islam. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data kualitatif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data 

dan sumber data menggunakan data primer yaitu diperoleh langsung 

dari responden atau objek yang diteliti dan sumber data skunder yaitu 

diperoleh dari buku-buku. Kemudian menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian metode pengeolahan deskriptif data menggunakan 

pemeriksaan data (editing) dan sistematisasi data. Metode analisis data 

yang digunakan yaitu deskriptif analisis kemudian dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan berpikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 

praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung 

Terbanggi Besar, bahwa sistem pengembalian pinjaman modal usaha 

terdapat penambahan hasil panen berupa beras sebesar 35kg setiap 

kelipatan Rp.1.000.000. Menurut hukum Islam tentang pinjaman 
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modal usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, 

bahwa pengembalian pinjaman modal mensyaratkan ada tambahan 

yang disebut riba. Karena terdapat unsur riba, menurut maka hukum 

Islam di haramkan dalam syariat Islam. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Pinjaman Modal Usaha, Pertanian.  
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MOTTO 

 

ْ قرَْضذْ  مَنْ ذَا الَّذ  ا اَاْفَحي حثَيذرََْ    َاَاّٰهَ  هَ ل هَٗل فذ ا ح يضَْع  ح سَن َ َ رضَْا  يْْ  قرْْضذْ  اّٰهَ 

ليَْ ذ تضْْجَفْوْنَ  ُۖ اَاذ طْ  اَقبَْص ْ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan 

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan   

lipat ganda yang banyak” 

 

(QS. Al-Baqarah ayat 245) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan 

gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam 

pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal 

yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan 

secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian 

dalam judul skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan. Maka perlu 

dijelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat di skripsi ini 

yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Pinjaman 

Modal Usaha Pertanian (Studi di Dusun II Setia Marga, 

Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah). Adapun istilah-istilah yang 

akan dibahas sebagai berikut:  

1. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan 

sebagainya.
1
 

2. Hukum Islam    

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata 

“hukum” dan kata “islam”. Kedua kata itu secara terpisah, 

merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan 

terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam Bahasa 

Indonesia.
2
 Hukum Islam adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang 

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Cet. VI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2 Zuhraini dan Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta 

Orang Yang Berhutang,” ASAS Volume 12  Nomor 01 (2020): 84. 
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berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama 

Islam. Hukum Islam juga berarti hukum yang bersumber 

dari dan menjadi bagian agama Islam.
3
  

3. Pinjaman Modal Usaha 

Pinjaman modal usaha adalah suatu barang (uang) 

atau jasa untuk menjalankan suatu usaha yang wajib 

dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai 

kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman 

(pemilik modal) 

4. Pertanian  

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan 

pangan, baku industri, atau sumber energi, serta untuk 

mengelola lingkungan hidupnya.
4
 Pertanian yang biasa 

dilakukan oleh petani di Dusun II Setia Marga, Kampung 

Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten 

Lampung Tengah adalah pertanian palawija, seperti 

singkong dan jagung. 

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi untuk 

mengkaji dari sisi hukum Islam tentang praktek pinjaman 

modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung 

Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain 

untuk mempertahankan kehidupannya. Aktifitas antara 

                                                           
3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata 

Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 38. 
4 Feby Febiola, “Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang 

Kabupaten Kotawaringin Timur Skripsi” (Institut Agama Islam Negeri Palangka 

Raya, 2021), 19. 



 

 
 

3 

seseorang dengan seseorang dapat disebut sebagai muamalah. 

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur 

hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah 

menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari 

transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara 

seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang 

satu dengan badan hukum yang lain. Muamalah adalah tukar 

menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan 

cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-

mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, 

berserikat dan usaha lainnya.
5
 

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi 

masyarakat yaitu dibidang pertanian, kebutuhan pangan 

semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. 

Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap kebijakan terkait dengan program 

pangan. Indonesia yang mayoritas penduduknya mengonsumsi 

nasi sebagai makanan pokok juga menghadapi permasalahan 

untuk terus meningkatkan ketersediaan beras bagi 

penduduknya. Oleh karena itu sebagian penduduk Indonesia 

bermata pencaharian sebagai petani.
6
 

Di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, 

memiliki lahan pertanian yang sangat tinggi khususnya untuk 

pengembangan persawahan dan perkebunan, sehingga sebagian 

besar masyarakat di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah 

bermata pencarian sebagai petani untuk memenuhi 

kehidupannya. Biasanya pertanian yang ditanami oleh petani 

adalah jenis pertanian palawija, seperti singkong dan jagung. 

Namun, masih banyak petani yang tidak memiliki lahan dan 

juga modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, sebagai 

                                                           
5 Asep Maulana Yusuf and Morena Cindo, Ekonomi Syariat Islam 

(Muamalah) (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 9. 
6 Purwantoro, Intensifikasi Padi Sawah Melalui Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (Kalimantan Barat: Singkawang, 2018), 2. 
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sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani 

yang tidak memiliki modal maka diadakan suatu bentuk 

perjanjian antara pemilik modal dengan petani penggarap 

dengan menerapkan sistem peminjaman modal dari pemodal 

kepada petani. Modal yang dipinjam biasanya dipergunakan 

untuk membeli bibit tanaman, pupuk dan jasa pekerja di 

ladang. 

 Berdasarkan kasus yang terjadi di Dusun II Setia Marga, 

Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah adalah petani meminjam modal 

kepada pemilik modal dengan kesepakatan di awal. Akad yang 

dilakukan secara lisan maupun tertulis antara pemilik modal 

dengan petani. Akad yang dilakukan memliki ketentuan yaitu 

pengembalian modal dilakukan setelah masa panen selesai 

(pasca panen) dengan sejumlah modal yang sama besar ketika 

awal peminjaman. Namun, petani harus memberikan tambahan 

hasil panen kepada pemilik modal seperti beras dengan besaran 

yang ditentukam oleh pemilik modal.  

Menariknya, fakta yang terjadi di lapangan ketika hasil 

panen tidak sesuai yang diharapkan oleh petani. Sedangkan 

pemilik modal tetap meminta kembalinya modal serta 

bagiannya yang telah disepakati bersama tanpa melihat hasil 

panen dari petani. Akibatanya petani merasa rugi ketika 

terjadinya kendala dalam kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, 

karena terjadinya kesenjangan antara petani dan pemilik modal 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut 

dengan mengangkat judul Analisis Hukum Islam Tentang 

Pinjaman Modal Usaha Pertanian di Dusun II Setia Marga, 

Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan 

permasalahan pada penentuan hukum Islam khusunya hukum 

ekonomi syariah terhadap analisis hukum Islam tentang 
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pinjaman modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, 

Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Sub Fokus penelitian ini yaitu adanya penambahan hasil 

panen yang berupa beras 35kg dalam kelipatan Rp. 1.000.000 

yang dijadikan syarat oleh pemilik modal pada saat 

pengembalian pinjaman modal usaha pertanian berlangsung di 

Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha pertanian di Setia 

Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi 

Besar, Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pinjaman modal 

usaha pertanian di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha pertanian 

di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha pertanian 

di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dalam 

Prespektif Hukum Islam. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang 

analisis hukum Islam tentang pinjaman modal usaha pertanian 

di Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dapat 

bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan 

pengetahuan terhadap masyarakat tentang praktik pinjaman 

modal usaha pertanian dan diharapkan mampu memperkaya 

khazanah pemikiran keIslaman dan pemahaman hukum 

tentang adanya parktik pinjaman modal usaha tersebut. Dari 

hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil 

penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari’ah, 

Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 

memenuhi tugas akhir yaitu proposal dengan konsentrasi 

ilmu syari’ah di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan 

dengan judul skripsi ini adalah. 

1. Skripsi Feby Febyola  

Dengan judul pinjaman modal usaha pertanian di 

Desa Lempuyang Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam 

skripsinya Feby mengkaji dan penelitian yang dilakukan 

Feby adalah untuk mengetahui bagaimana pengembalian 

modal pinjaman antara pemilik modal dengan petani yang 
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terjadi di Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin 

Timur dan untuk mengetahui Bagaimana motivasi pemodal 

menyalurkan dana pada petani berdasarkan hukum 

ekonomi syariah di Desa Lampuyang Kabupaten 

Kotawaringin Timur. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa praktik pengembalian modal pinjaman 

antara pemilik modal dengan petani yang terjadi di Desa 

Seranggas Kecamatan Kotawaringin Timur bahwa 

perjanjian peminjaman modal petani tanpa agunan yang 

dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap 

yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya 

kepada pemodal dan petani. Adapun sistem peminjaman 

modal petani yang dilakukan di saat waktu panen tiba 

bahwa petani yang merasa meminjam dana dengan 

pemodal harus dikembalikan, pengembalian tersebut 

dilakukan di lokasi pertanian yang mana pengembalian 

tersebut masyarakat sekitar petani mengembalikan dalam 

bentuk gabah hal tersebut dikaitkan dengan kajian ijon. 

Dan motivasi pemodal menyalurkan dana pada petani 

berdasarkan hukum ekonomi syariah di Desa Lampuyang 

dikarenakan ada kaitan keluarga tujuan untuk membantu, 

sedangkan petani dikarenakan mempunyai lahan yang 

tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu petani 

melakukan suatu perjanjian peminjaman modal, selain 

untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga 

untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-

menolong di antara mereka sesuai dengan kajian maslahah 

yang dimana merupakan suatu yang mendatangkan 

kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
7
 

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai 

pembahasan mengenai pembagian modal usaha pertanian. 

                                                           
7 Feby Febiola, “Peminjaman Modal Usaha Pertanian Di Desa Lampuyang 

Kabupaten Kotawaringin Timur Skripsi,” 4. 
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Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem pembayaran 

modal serta penambahan hasil panen. 

2. Skripsi Nurida Safriyani  

Dengan judul Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal 

Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan (Studi 

Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo) 

dalam skripsinya Nurida mengkaji dan memperoleh 

kesimpulan yaitu hasil penelitian yang peneliti lakukan di 

Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo disimpulkan 

bahwa pemberian pinjaman modal usaha dalam rangka 

pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Koperasi 

Wanita Mayangsari adalah cukup efektif. Dikatakan cukup 

efektif karena dari 7 anggota peminjam yang diteliti 

didapati bahwa 6 anggota dinyatakan efektif karena 

memenuhi seluruh kriteria indikator efektivitas, sementara 

satu orang anggota dinyatakan kurang efektif karena tidak 

memenuhi dua indikator, yaitu ketepatan sasaran dan 

ketepatan waktu. Kemudian dari ketujuh anggota tersebut 

seluruh anggota dinyatakan berdaya karena mereka dapat 

memiliki penghasilan dengan mendirikan usaha dan dapat 

mengembangkan usahanya.  

Pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh 

Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo dalam rangka 

pemberdayaan perempuan sudah berjalan dengan baik 

sesuai prinsip pemberdayaan dan memenuhi indikator 

efektivitas, dimana anggota paham akan tujuan dari 

pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan, sasaran 

pemberian pinjaman sudah tepat kepada anggota yang 

ingin mendirikan atau mengembangkan usaha, 

pengembalian pinjaman oleh anggota cukup baik, tujuan 

dari pemberdayaan tercapai yaitu menjadikan anggota 

mampu untuk mendapatkan penghasilan, serta terjadinya 

perubahan nyata anggota peminjam antara lain anggota 

bisa memiliki usaha sendiri, anggota bisa mendapatkan 

keterampilan tambahan dan sebagian peminjam sudah bisa 

mengembangkan sendiri usahanya tanpa meminjam lagi 
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pada Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo yang 

menandakan prinsip keberlanjutan dalam program 

pemberdayaan tersebut tercapai. Namun, terdapat 

kekurangan dalam pengawasan penggunaan dana 

pinjaman, yang menyebabkan peminjam menggunakan 

dana pinjaman modal usaha bukan murni untuk usaha dan 

kemudian terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
8
 

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu pembahasan 

mengenai pembagian modal usaha. Sedangkan 

perbedaannya, terletak pada objek peminjaman modal 

usaha tersebut. 

3. Skripsi Ihsan Dwi Cahyo  

Dengan judul Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan 

Luas Lahan Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi 

Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah). 

Penelitian yang dilakukan Ihsan adalah untuk mengetahui 

Bagaimana pengaruh tenaga kerja, modal dan luas lahan 

terhadap produktivitas usaha tani padi sawah secara parsial 

dan simultan di Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten 

Lampung Tengah dan bagaimana pengaruh tenaga kerja, 

modal, dan luas lahan terhadap produktivitas usaha tani 

padi sawah dalam persepektif ekonomi Islam di 

Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan secara kuantitatif.  Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 

hasil observasi, wawancara, dan data skunder meliputi 

dokumen dan arsip kecamatan Sendang Agung. Dari hasil 

penelitian regresi berganda secara parsial variabel Tenaga 

kerja (X1) berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

produktivitas usaha tani (Y). Semakin banyak tenaga kerja 

                                                           
8 Nurida Safriyani, “Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam 

Rangka Pemberdayaan Perempuan Studi Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38b 

Banjarrejo” (Institut Negeri Agama Islam Metro, 2020), 70. 
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pada usaha tersebut maka akan semakin besar pembiayaan 

tenaga kerja pada usaha tani padi sawah, sedangkan untuk 

variabel Modal (X2) dan Luas lahan (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas usaha tani 

(Y). Artinya tinggi rendahnya modal dan luas lahan yang 

dikeluarkan oleh petani berpengaruh pada produktivitas 

usaha tani padi sawah di Kecamatan Sendang Agung. 

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa tenaga kerja 

modal dan luas lahan secara simultan memiliki 

keterkaiatan dan pengaruh terhadap produktivitas petani 

padi sawah untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki 

merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam 

dan merupakan tujuan ekonomi Islam dengan mencapai 

tujuan didunia dan diakhirat.
9
 

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan 

yaitu pembahasan tentang modal dan usaha pertanian. 

Sedangkan perbedaannya, terletak pada metode pendekatan 

yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dan terdapat perbedaan objek 

didalamnya. 

 

H. Metode Penelitian 

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang 

hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari 

penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupkan 

penelitian lapangan (field research)
10

 yaitu penelitian 

                                                           
9 Ihsan dwi Cahyo, “Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan 

Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 13. 
10 Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, 

“Perspektif Maslahan Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok 

Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” ASAS, Volume 14 Nomor 2, (2022). 
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yang dilakukan di lapangan kepada responden.
11

 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakukan di 

lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, 

biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau 

kelompok manusia tertentu dan objek tertentu.
12

 Dalam 

hal ini peneliti secara langsung turun ke-lapangan untuk 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data 

serta informasi yang benar di Dusun II Setia Marga, 

Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi 

Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, 

suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.
13

 Penelitian bersifat 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara jelas bagaimana sistem 

pinjaman modal usaha pertanian dibayar pasca panen 

dengan penambahan hasil panen dari sudut pandang 

hukum Islam. 

 

2. Data  

Data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu 

data primer dan data sekunder: 

 

                                                           
11 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Sri Lestari, dan Achmad Moelyono, 

“Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan 

Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung,” ASAS,Volume 14 Nomor 1, (2022). 
12 Bungaran Antonius Simanjuntak and Soedjito Sosrodihardjo, Metode 

Penelitian Sosial (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12. 
13 Kalean, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: 

Paradigma, 2005), 58. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden atau objek yang diteliti.
14

 Sumber data 

yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. 

Adapun data primer adalah hasil wawancara dan 

pengamatan atau objek yang diteliti
15

 di Dusun II Setia 

M arga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat 

membantu atau menunjang untuk melengkapi dan 

memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai 

sumber data primer.
16

 Sumber data skunder yaitu data-

data yang diperoleh peneliti melelui buku-buku seperti 

buku hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, 

dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan 

yang lainnya yang berkitan tentang permasalahan dalam 

penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi 

informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara 

dengan petani dan pemilik modal. 

 

3. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
17

 Penelitian ini adalah 

                                                           
14 Muhammad Pabundutika, Metodelogi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 57. 
15 Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, 

“Perspektif Maslahan Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok 

Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” ASAS, Volume 14 Nomor 2, (2022). 

 
16 Sugiono, Metode Penelitian Kulitatif Dan Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 218. 
17 Darmana Garaika, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D 

(Alfabeta, 2019), 57. 
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penelitian populatif yakni semua populasi dijadikan sampel.
18

 

Seperti yang telah peneliti tetapkan dalam memperoleh data 

tentang pinjaman modal usaha pertanian antara pemilik modal 

dengan petani, adapun yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah semua petani yang meminjam modal usaha di 

Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang 

berjumlah 10 orang. 

 

4. Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung 

diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan 

dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun 

tentang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
19

 

Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan 

informasi dan data-data terkait dengan praktik pinjaman 

modal usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, 

Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip, buku, dan lain-lain. 

Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan 

data melihat arsip dokumentasi yang ada ditempat 

penelitian yaitu di Setia Marga, Kampung Terbanggi 

                                                           
18 Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, 

“Perspektif Maslahan Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok 

Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” ASAS, Volume 14 Nomor 2, (2022). 

 
19 Mohamad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi 

(Bandung: Angkasa, 2021), 90. 
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Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

5. Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data merupakan peroses melengkapi 

dan merapihkan data yang telah dikumpulkan, sebab 

kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis 

meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang ada pada saat melakukan 

pencetakan di lapangan yang sifatnya koreksi sehingga 

kekurangannya dapat diperbaiki. 

b. Sistematisasi data (sistemazing) 

Sistematisasi data yaitu bertujuan untuk 

menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah.
20

 Yaitu bertujuan untuk 

merapihkan dan data-data yang diperoleh berdasarkan 

urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan 

data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut 

kategori dan urutan masalah. 

 

6. Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara 

sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang 

peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini 

merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan 

analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

berpikir induktif, metode induktif adalah metode yang 

mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-

kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai 

                                                           
20 Amirudin dan Zaenal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 

(Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006), 107. 



 

 
 

15 

fenomena yang diteliti. Kemudian ditarik secara umum 

berdasarkan hukum Islam yang berguna untuk mengetahui 

adanya indikasi unsur riba pada praktik pinjaman modal 

usaha pertanian di Dusun II Setia Marga, Kampung Terbanggi 

Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada penulisan  ini, penulis memaparkan secara singkat 

sistematika skripsi atau karya ilmiah ini. Sistematika penulisan 

ini sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu, Metode penelitian, kerangka 

pemikiran dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang 

mendukung proses dalam penelitian ini. Seperti pengertian 

qardh (utang piutang), dasar hukum qardh (utang piutang), 

rukun dan syarat qardh (utang piutang), ketentuan dalam 

qardh (utang piutang), manfaat dan hikmah qardh (utang 

piutang), adab dalam utang piutang. Serta teori tentang 

riba, pengertian riba, macam-macam riba, dan sebab-sebab 

terjadinya riba. 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum 

lokasi penelitian seperti sejarah Dusun II Setia Marga, 

kondisi geografis, Jumlah Luas Wilayah Persawahan dan 

Perkebunan, kondisi demografi. 

4. Bab IV Analisis Penelitian  

Pada bab ini analisis hasil penelitian yang sudah 

didapatkan oleh peneliti setelah melakukan analisis 



 

 
 

16 

penelitian tersebut, maka selanjutnya menguraikan data 

tersebut dan membahas data tersebut. Dalam hal ini, 

tentunya data tentang permasalahan yang peneliti angkat. 

5. Bab V Penutup 

Pada bab ini memberikan kesimpulan terhadap 

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dalam hal 

ini, peneliti menyimpulkan dari seluruh isi bab sekaligus 

rekomendasi. 



17 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Qardh 

1. Pengertian Qardh (Utang Piutang) 

Secara etimologis qardh merupakan bentuk Masdar dari 

qaradha asy-syai‟-yaqridhu, yang berarti dia 

memutuskannya. Qardh adalah bentuk Masdar yang berarti 

memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai‟a bil-miqradh, 

atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah 

sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.
21

 

Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan 

harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan 

mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut 

Komplikasi Hukum Ekomoni Syariah, qardh adalah 

penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan 

syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau 

cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang 

dikemukakan dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah 

bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara 

nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.
22

 

Menurut Syafi’iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi 

Muslich bahwa qardh (utang piutang) dalam istilah syara 

diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain 

yang pada suatu saat harus dikembalikan.
23

 Imam Malik 

menyatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas 

benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas 

kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, 

tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang 

                                                           
21 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), 333. 
22 Ibid., 334. 
23 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Cet I (Jakarta, 2010), 225. 
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dipinjamkan.
24

 Menurut Imam Hambali, Al-Qardh adalah 

perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga 

penggantiannya harus sama nilainya. Adapun pengertian Al-

Qardh menurut Imam Syafi’i adalah pinjmanan yang berarti 

baik yang bersumber kan kepada Al-Qur’an bahwa barang 

siap yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt 

akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.
25

 

Menurut ulama Hanafiyah, qardh adalah sesuatu yang 

diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki 

kesamaan) untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Rachmad 

Syafei, qardh adalah akad tertentu dengan membayarkan 

harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang 

sama kepadanya. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh 

Syukri Iska, qardh adalah utang yang melibatkan barang 

atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti 

timbangan, sukatan atau bilangan (fungible commodities). Si 

pengutangan bertanggung jawab untuk meluangkan objek 

yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa 

ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. 

Menurut Fatwa DSN-MUI, qardh adalah suatu akad 

pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah 

wajib mengembalikan dana yang diterimanya ke pada LKS 

pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 

diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
26

 

Menurut Sayid Sabiq memberikan definisi Al-Qardh 

adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) 

kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian 

                                                           
24 Agustinar dan Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran 

Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,” Al Muamalat Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2 (2018): 146, 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/719/454. 
25 Ibid. 
26 Mardani, Hukum Sistem Ekomoni Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 

232. 
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dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang 

diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.
27

 

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai 

potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada 

seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan 

potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan 

pinjaman tersebut.
28

 Ulama secara umum mendefinisikan 

qardh adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh 

seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjam tersebut 

dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia 

harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. 

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami 

bahwa qardh adalah pinjaman uang atau modal yang 

diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman 

tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis 

tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan 

pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan 

tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang 

dijalankannya. Pinjaman qardh juga tidak berbunga, karena 

prinsip dalam qardh ini adalah tolong menolong.
29

  

Al-Qardhu (memberikan utang) merupakan kebajikan 

yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami 

kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. 

Sedangkan mengutang tidaklah terhitung sebagai bentuk 

meninta-minta yang makruh, karena Rasulullah sendiri 

pernah berutang kepada orang lain.
30

 

 

 

 

                                                           
27 Tri Nadhirotur Ro’fiah dan Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam,” Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Volume 2 

Nomor 1, (2021): 99, https://ejournal.unzah.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi. 
28 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2016), 215. 
29 Ibid. 
30 Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), 

441. 
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2. Dasar Hukum Qardh  

a. Al-Qur’an 

1) QS. Al-Baqarah ayat: 245 

ناً فَ  َ كرَْضًا حَس َ يْ يلُْرضُِ الّلّه ِ ٓ اَضْؼَافاً مَنْ ذَا الَّذ ؼِفَوٗ لَٗ يُضه

ُۖ وَاِميَْوِ ترُْجَؼُوْنَ  طُ ُ يلَْبِضُ وَيبَْص ُ ةً ۗوَالّلّه  نَثِيَْْ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman 

kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan 

harta di jalan Allah), maka Allah akan 

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan 

lipat ganda yang banyak” (QS. Al-Baqarah ayat 

245) 

 

Sisi pengendalian dari ayat diatas adalah 

bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan 

memberi infak fi sabilillah dengan harta yang 

dipinjamankan dan menyerukan pembalasannya 

yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. 

Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena 

orang yang berbuat baik melakukannya untuk 

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang 

yang mengutangkan sesuatu agar mendapat 

gantinya. 

 

2) QS. Al-Baqarah ayat: 280 

كُوْا خَيٌْْ  ةٍ ۗ وَاَنْ تصََدذ ةٍ فنَظَِرَةٌ اِلٰه مَيسََْْ وَاِنْ كََنَ ذُوْ غُسَْْ

ذكُُْ اِنْ نُنْتُُْ تؼَْومَُوْنَ   م

“Dan jika dia (orang yang berutang itu) dalam 

kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia 

memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah 

(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila 
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kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah ayat 

280) 

 

3) QS. Al-Baqarah ayat: 282 

ى فاَنْتُبُوْهُۗ  سَمًّ ٓ اَجَلٍ مه مَنوُْٓا اِذَا تدََاينَتُُْْ بِدَيْنٍ اِلٰه يْنَ اه ِ اَ الَّذ َيُّه ٓ يٰه

ذينْكَُُْ كََتِبٌۢ بِ  َ وَميَْكْتُبْ ب ََ ََ كََتِبٌ اَنْ يذكْتُبَ  ََ يَْب مؼَْدْ ُِِۖۖ وَ

 َ يْ ػوَيَْوِ امحَْقه وَميَْتذقِ الّلّه ِ ُ فوَيَْكْتُبْْۚ وَميُْمْوِلِ الَّذ ذمَوُ الّلّه ػوَ

يْ ػوَيَْوِ امحَْقه سَفِيْْاً  ِ ََ يبَْخَسْ مِنْوُ شَيْـأًۗ فاَِنْ كََنَ الَّذ ذوٗ وَ رَب

همِلذ ىُوَ فوَيُْمْوِلْ وَمِيهوٗ بِمؼَْدْ ِِۖۗ اَوْ ضَؼِيْفًا اَوْ  تَطِيْعُ اَنْ ي ََ يسَ ْ

ذمْ يكَُوْنََ رَجُويَِْْ  ْۚ فاَِنْ م وَاسْتشَْيِدُوْا شَييِْدَيْنِ مِنْ رِّجَامِكُُْ

اءِ اَنْ تضَِلذ  يَدََۤ نْ ترَْضَوْنَ مِنَ امشه امْرَاَتهنِ مِمذ فرََجُلٌ وذ

ىُهمَا فتَُذَنِّرَ اِ  اءُ اِذَا مَا اِحْده يَدََۤ ََ امشه ََ يَْب ىۗ وَ ُخْره َْ ىُهمَا ا حْده

 ۗ ٓ اَجَلِه ا اِلٰه ا اَوْ نَبِيًْْ ََ تسَْـَٔمُوْٓا اَنْ تكَْتُبُوْهُ صَغِيًْْ دُغُوْا ۗ وَ

 ٓ ذَ ذَ ترَْتََبوُْٓا اِ ٓ اَ ياَدَةِ وَاَدْنٰه ِ وَاَكْوَمُ نِوشذ مِكُُْ اَكْسَطُ غِنْدَ الّلّه ذه

ةً تدُِيْرُوْنََاَ بيَنْكَُُْ فوَيَسَْ ػوَيَْكُُْ جُناَحٌ اَنْ تَ  كُوْنَ تَِِارَةً حَاضَِِ

 ََ رذ كََتِبٌ وذ ََ يضَُاَۤ ذَ تكَْتُبُوْىَاۗ وَاَشْيِدُوْٓا اِذَا تبََايؼَْتُُْ ُۖ وَ اَ

َ ۗ وَيُ  ذلُوا الّلّه ذوٗ فسُُوْقٌۢ بِكُُْ ۗ وَات مُكُُُ شَييِْدٌ ەۗ وَاِنْ تفَْؼَووُْا فاَِه ِّ ؼَو

ءٍ ػوَِيٌْ  ُ بِكُِّ شََْ ُ ۗ وَالّلّه  الّلّه

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah pencatat menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-

kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan 
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orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). 

Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, 

dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika 

yang berutang itu orang yang kurang akalnya, 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan 

benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki 

di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang 

laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai 

dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah 

seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan 

mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang 

itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih 

adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, 

dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, 

kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak 

ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. 

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan 

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), 

begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang 

demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan 

padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah ayat 

282) 

 

4) QS. Al-Baqarah ayat: 283 

لْبُوْضَةٌ ۗفاَِنْ  نٌ مذ دُوْا كََتِبًا فرَىِه ممَْ تَِِ وَاِنْ نُنْتُُْ ػلَٰه سَفَرٍ وذ

ذوٗ ۗ  َ رَب ى اؤْتمُِنَ اَمَاهتََوٗ وَميَْتذقِ الّلّه ِ اَمِنَ بؼَْضُكُُْ بؼَْضًا فوَيُْؤَدِّ الَّذ
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ثٌِِ كَ  ذوٗٓ اه ياَدَةَۗ وَمَنْ يذكْتُمْياَ فاَِه ََ تكَْتُمُوا امشذ ُ بِمَا وَ وبُْوٗ ۗ وَالّلّه

 ࣖتؼَْمَووُْنَ ػوَِيٌْ 

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan 

bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagaian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamy kerjakan”. (Q.S 

Al-Baqarah ayat 283) 

 

5) QS. Al-Hadid ayat: 11 

ٓ اَجْرٌ نَرِيٌْ  ؼِفَوٗ لَٗ وَلَٗ ناً فيَُضه َ كرَْضًا حَس َ يْ يلُْرضُِ الّلّه ِ  مَنْ ذَا الَّذ

“Siapakah yang mau memnjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan 

dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S 

Al-Hadid ayat 11) 

 

b. Hadits 

ِ  رَسُو َِۖ  أَٔنذ  غنو الله رضى ىُرَيْرَةَ  أَٔبِ  غَنْ   كاَ ِۖ وسلم ػويو الله صلٰ اللّذ

ذَا ، ظُلْمٌ  امغَْنِِّ  مَطْلُ  
ِ
 فوَيَْتبَْعْ  مَلٍِّٰ  ػلََٰ  أَٔحَدُكُْ  أُتبِْعَ  فاَ

“Siapakah yang mau memnjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-
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gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan 

dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (HR. 

Bukhari) 

 

c. Ijma  

Dalil ijma adalah bahwa semua kaum muslimin 

telah sepakat dibolehkannya utang piutang.
31

 Para 

ulama telah ijma tentang kebolehan utang piutang. 

Hukum qardh sunat bagi orang yang memberikan 

utang serta mubah bagi orang yang meminta diberi 

utang. Seorang boleh berhutang jika dalam kondisi 

terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, 

seperti unfuk memberi makanan agar dirinya terhindar 

dari kelaparan. 

Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan 

harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh meminjamkan 

segala sesuatu kecuali manusia. Sementara itu, Imam 

Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminjamkan 

sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang.
32 

Menurut Imam Hanafi seperti dikutip oleh 

Wahab Zuheli, sah memberi pinjaman barang-barang 

mistly, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang 

serupa di pasar atau barang-barang yang tidak 

memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari 

aspek harga. Adapun yang termasuk barang mistly 

adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang 

karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan 

dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti 

kain.
33

 

                                                           
31 Agustinar dan Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran 

Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,” 149. 
32 Ibid., 150. 
33 Ibid. 
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Sedangkan Imam Malik, Syafi’i dan Hambali 

dikemukakan oleh Wahbah Zuhaeli, mengatakan 

bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta 

yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat 

ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan 

makanan atau barang-barang tersebut adalah barang 

qimiy, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai 

unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan 

dan hewan.
34

 

Di samping itu hukum qardh berubah sesuai 

dengan keadaan, cara dan proses akadnya. 

Adakalanya hukum qardh boleh, kadang wajib, 

makruh, dan haram. Jika orang yamg berutang adalah 

orang yamg mempunyai kebutuhan sangat mendesak, 

sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka 

orang yang kaya itu wajib memberikan utang. Jika 

pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan 

menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau 

perbuatan yang makruh maka memberi utang 

hukumnya haram atau makruh sesuai dengan 

kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena 

adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk 

menambah modal perdagangannya maka hukumnya 

mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin 

dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta 

yang dapat diharapkan dan mempunyai niat 

menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal 

ini tidak ada pada diri pengutang makai a tidak boleh 

berutang.
35

 

Al-qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan 

untuk mendatagkan kemaslahatan bagi manusia. 

Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu 

mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat 

                                                           
34 Ibid. 
35 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 224. 
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menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia 

dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang 

lain.
36

 

 

3. Rukun dan Syarat Qardh 

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah 

satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad qardh 

ini menjadi tidak sah. Adapun rukun qardh adalah:  

a. Peminjam (muqtaridh) 

b. Pemberi pinjaman (muqridh)  

c. Dana (al-qardh)  

d. Ijab dan qabul  

Menurut Imam Syafi’i seperti yang dikutip oleh 

Chatibul Umam, rukun Al-qardh sama dengan rukun jual 

beli. Rukun Al-qardh terdiri atas muqridh (pihak yang 

mengutangi), muqtaridh (pihak yang berhutang), ijab dan 

qabul serta barang yang dapat dipinjamkan.  

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:  

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, 

timbangan atau jumlahnya. 

b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam 

bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang 

layak dimintai pinjaman.  

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri muqridh 

(kreditur) dan muqtaridh (debitur). Syarat-syarat bagi 

kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri 

dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang 

terakhir bagi kedua belah pihak adalah baliqh (dewasa, 

sudah cukup umur). Menurut Imam Hanafi, memberi hutang 

                                                           
36 Ibid. 
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kepada anak kecil atau orang yang berada dalam perwalian 

tidak dibolehkan. 

Syarat qardh yang kedua adalah ijab qabul. Ijab dan 

qabul merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak-

pihak yang melakukan akad qardh. Kontrak ini tidak sah 

dilakukan kecuali dengan ijab dan qabul, sebab qardh 

merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. 

Lafadz yang sah digunakan ialah lafadz Al-qardh dan Al-

salaf, sebab syarat menyebutkan keduanya.  

Syarat qardh yang ketiga adalah adanya barang yang 

dipinjamkan. Imam Syafi’i, Maliki dan Hambali sama-sama 

berpendapat bahwa barang yang di pinjamkan adalah sesuatu 

yang dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam akad 

qardh seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, 

dihitung, dan lain sebagainya.  

Demikian beberapa rukun dan syarat qardh yang 

dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman dalam 

melakukan praktek hutang piutang yang berlaku 

dimasyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi 

landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang 

piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.  

 

4. Ketentuan Qardh 

Ketentuan qardh dalam fatwa DSN sebagai berikut:
37

 

a. Ketentuan Umum Al-Qardh 

1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada 

nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 

2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah 

pokok yan diterima pada waktu yang telah 

disepakati Bersama. 

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
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4) LKS dapat meminta jaminankepada nasabah 

bilamana dipandang perlu. 

5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan 

(sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama 

tidak diperjanjikan dalam akad. 

6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian 

atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah 

disepakati dan LKS telah memastikan 

ketidakmampuannya, LKS dapat: 

a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, 

atau 

b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh 

kewajibannya. 

b. Sanksi  

1) Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan 

mengembalikan sebagaian atau seluruh 

kewajibannya dan bukan karena ketidak-

mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi 

kepada nasabah. 

2) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada nasabah 

sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa – dan 

tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan. 

3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah 

tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. 

c. Sumber Dana 

Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 

1) Bagian modal 

2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 

3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan 

penyaluran infaknya kepada LKS. 

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antar para pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
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Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana semestinya.
38

 

 

5. Manfaat Qardh Dalam Dunia Usaha 

Qardh memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank 

syariah sendiri. Manfaat qardh antara lain:
39

 

a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan 

dengan memberikan dana talangan jangka pendek. 

b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah 

untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan 

misi sosial bagi bank syariah dalam membantu 

masyarakat miskin. 

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang 

renternir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah. 

d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank 

syariah, kerena bank syariah dapat memberikan manfaat 

kepada golongan miskin. 

e. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri 

pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional 

yang di dalamnya terkandung misi social di samping 

misi komersial.
40

 

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, 

setiap qardh pada benda yang mendatangkan manfaat 

diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan 

jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui 

adanya manfaat pada qardh. Ulama malikiyah berpendapat 

bahwa muqrid tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid, 

seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtarid, jika 
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dimaksudkan untuk membayar utang muqrid, bukan sebagai 

penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah 

kepada muqrid. Jika dimaksudkan untuk menyicil utang. 

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang qardh terhadap 

sesuatu yang mendatangkan kemanfaaatan, seperti 

memberikan qardh agar mendapat sesuatu yang lebih atau 

lebih banyak sebab qardh dimaksudkan sebagai akad kasih 

saying, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan 

kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW. pun 

melarangnya. 

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak 

dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, qardh 

dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqrid untuk 

mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. pernah memberikan 

anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada 

unta yang diambil beliau SAW.
41

 

 

6. Hikmah Qardh (Utang Piutang) 

Hikmah disyariatkannya qardh yaitu sebagai berikut:
42

 

a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin 

saling tolong menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan. 

b. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan 

cara mengulurkan bantuan kepada orang yang 

membutuhkan dan mengalami kesulitan dan 

meringakan beban orang yang tengah dilanda 

kesulitan. 

 

7. Adab Dalam Utang Piutang 

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam utang 

piutang atau pinjam menimnjam tentang adab yang terkait di 

dalamnya, di antaranya sebagai berikut:
43

 

                                                           
41 Rachmad Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), 150. 
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a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar kebutuhan 

yang mendesak disertai niat di dalam hati akan 

membayar atau melunasinya. 

b. Pihak yang berpiutang berniat memberikan pertolongan 

kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjamn 

belum mampu mengembalikannya, pihak yang 

memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk 

membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul 

tidak mampu mengembalikan maka yang meminjam 

hendaknya membebaskannya. 

c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang 

piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak 

dengan disaksikan dua orang saki laki-laki atau dengan 

saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. 

d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya 

peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan 

kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila 

mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam 

mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas 

yang lebih baik. 

e. Pihak yang berhutang bila telah mampu membayar 

pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat 

membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan 

dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman 

atau utang, berarti dia telah berbuat zalim kepada 

pemberi pinjaman atau utang padahal dia telah 

menolongnya. 

 

8. Tambahan Atas Utang Piutang 

Akad perhutangan merupakan akad yang dimaksudkan 

untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi 

berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. 

                                                                                                                             
43 Abdul Rahma dan Ghazaly Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana 
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Akad perhutangan bukanlah salah satu sarana untuk 

memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk 

mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik 

itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitor 

(al-mustaslif). Ketika mengembalikan utang atau pinjaman 

hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai 

dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila 

mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam 

mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas 

yang lebih baik dengan keikhlasan atau kerelaan dari 

peminjam. Namun, jika sebelum utang dinyatakan terlebih 

dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju 

maka sama dengan riba.
44

 

Sehubungan dengan topik pembahasan pada skripsi ini, 

ada dua macam penambahan pada qardh (utang piutang), 

yaitu sebagaimana berikut ini: 

a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang 

berdasarkan ijma. Begitu juga manfaat yang 

diisyaratkan, seperti perkataan: Aku memberi utang 

kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku 

untuk menempati rumahmu, atau syarat manfaat 

lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba. 

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang 

tanpa syarat, maka demikian ini boleh dan termasuk 

pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah 

dikemukakan pada dasar al-qardh (utang piutang). 

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang 

diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, 

kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan 

sifat barang yang dipinjamkan, tujuannya adalah agar 

keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan 

demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang 

berpotensi riba ataupun bukan kadarnya harus sama, tidak 

                                                           
44 Agustinar dan Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran 
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boleh sedikit, juga tidak boleh lebih lebih berkualitas atau 

lebih jelek. Namun jika kelebihan kadar dan sifat asalkan 

tidak disyaratkan, masih dibolehkan. 

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang 

disyaratkan oleh pemberi pinjaman adalah dilarang, baik 

uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkan 

atau tidak. Sebab hal itu telah menyeleweng dari tujuan 

utama memberi pinjaman yaitu kasih sayang.  

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima 

manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai 

berikut:
45

 

a. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tersebut 

tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak 

menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya 

boleh. 

b. Menurut Mazhab Malikiyah, utang piutang yang 

bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang 

tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal 

utang piutang (al-qardh), penambahan pembayaran 

yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena 

telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya 

haram. Penambahan yang baik dipersyaratkan dan tidak 

menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. 

c. Menurut Mazhab Syafi’i, penambahan pelunasan utang 

yang diperjanjikan oleh muqtarid (pihak yang 

berutang), maka pihak yang mengutangi makruh 

menerimanya. 

d. Menutut Mazhab Hambali, pihak yang mengutangi 

dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang 

diperjanjikan oleh muqtarid (pihak yang berpiutang) 

dibolehkan menerimanya. 
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Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan ulama di 

atas, dapat disimpulkan bahwa, setiap penambahan atas 

utang piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu 

akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan 

tersebut tidak disyaratkan di awal akad dan pemberian 

tambahan atas keikhalasan dari orang yang berpiutang 

setelah semua utang dilunaskan. 

 

9. Berakhirnya Utang Piutang 

Berakhirnya utang piutang ini disyari’atkan supaya 

mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang 

berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh 

temponya. Di samping disyari’atkannya secara tertulis dalam 

utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga 

agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. 

Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang 

piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, 

muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan 

dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya 

mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan 

yang dapat saling mengingatkan di antara keduanya. 

 

B. Riba 

1. Pengertian Riba 

Secara etimologis riba adalah pertumbuhan (growth), 

naik (rise), membengkak (increase), dan bertambah 

(addition) atau sesuatu yang lebih, bertambah, dan 

berkembang.
46

 

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari 

kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak dua 

puluh kali. Di dalam Al-Qur’an riba dapat dipahami dalam 

delapan arti, yaitu: pertumbuhan (growing), peningkatan 
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(inceasing), bertambah (swelling), meningkat (rising), 

menjadi besar (being big) dan besar (great), dan juga 

digunakan dalam artian bukit kecil (hillock). Walaupun 

istilah tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil 

satu pengertian umum, yaitu meningkat (increasing), baik 

menyangkut kualitas mapun kuantitas.
47

  

Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membersar. 

Secara terminologi, riba dapat aiartikan sebagai pengambilan 

tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga 

hukumnya diharamkan. 

Riba sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris 

sebagai “usury”. Sedangkan secara terminologis riba yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menurut Ulama Syafi’iyah, riba dalah bentuk transaksi 

dengan cara menetapkan pengganti tertentu (iwadh 

makhshush) yang tidak diketahui kesamaanya (dengan 

yang ditukar), dalam ukuran syar’i pada saat transaksi 

atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang 

dipertukarkan atau terhadap salah satunya. 

b. Menurut Ulama Hanafiyah, riba adalah nilai lebih yang 

tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran 

syar’i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang 

berakad pada saat transaksi. 

c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan 

sesuatu yang dikhususkan. 

d. Menurut Al-Jurjani, riba dalah kelebihan tanpa ganti 

rugi yang diisyaratkan oleh salah seorang yang berakad. 

e. Menurut At-Thabari, riba adalah tambahan yang 

dibebankan oleh yang punya harta atau uang karena 

adanya penambahan masa atau tempo pembayaran oleh 

yang berutang. 

f.  Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, riba dalah penambahan pendapatan secara 
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tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran 

barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan 

waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam-

menimjam yang mensyaratkan nasabah penerima 

fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok 

pinjaman karena berjalannya waktu (nas‟ah). 

g. Menurut Nasrun Haroen riba adalah kelebihan harta 

dalam suatu muamalah dengan tidak ada timbangan 

gantinya. 

h. Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, riba adalah akad 

yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui 

sama atau tidak menurut aturan syara‟ atau terlambat 

salah satunya. 

i. Menurut Muhammad Abduh, riba dalah penambahan-

penambahan yang disyaratkan oleh yang memiliki harta 

kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), 

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam 

dari waktu yang telah ditentukan.
48

 

 

2. Sebab-sebab Diharamkannya Riba 

Sebab-sebab riba diharamkan, diantaranya yaitu: 

a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau 

mengharamkannya, yaitu terdapat dalam Al-Qur’an dan 

hadis Rasulullah Saw., sebagai berikut: 

1) Q.S Al-Baqarah (2): 275 

َ يلَُومُ    ََ ذَ 
ِ
ََ يلَُومُونَ ا ا۟  مرّبِوَه

 
ينَ يَْبكُُُونَ أ ِ لَّذ

 
ى يتََخَبذطُوُ  أ ِ لَّذ

 
أ

ا۟ ۗ  مرّبِوَه
 
مبَْيْعُ مِثلُْ أ

 
ذمَا أ ه

ِ
ُمْ كاَموُٓا۟ ا لَِِ بَِْٔنَذ ممَْسِّ ْۚ ذََٰ

 
نُ مِنَ أ يْطَ َٰ أ مش ذ

ِّوِۦ  ب ن رذ ا۟ ْۚ فمََن جَاءَٓهُۥ مَوْغِظَةٌ مِّ مرّبِوَه
 
مَ أ مبَْيْعَ وَحَرذ

 
ُ أ للّذ

 
وَأَٔحَلذ أ
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ۥ مَا سَوفََ وَأَٔمْرُهُ  نتََىَىه فلََُ
 
بُ فَْ ئِٓمَ أَٔصَْ َٰ ِ ُۖ وَمَنْ ػاَدَ فَْوُ۟مَ َٰ للّذ

 
لَٰ أ

ِ
ۥٓ ا

ونَ  لُِِ منذارِ ُۖ هُُْ فِيْاَ خَ َٰ
 
                                                                          أ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah (2): 275) 

 

2) Q.S Ali Imran (3): 130 

اتذلُوا  ؼَفَةً ُۖوذ ضه ََ تَْبكُُُوا امرّبِهوٓا اَضْؼَافاً مه مَنوُْا  يْنَ اه ِ اَ الَّذ َيُّه ٓ يٰه

َ مؼََوذكُُْ تفُْوِحُوْنَْۚ                                            الّلّه

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu 

beruntung.” (Q.S Ali Imran (3): 130) 
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3) Q.S An-Nisa (4): 161 

مرِّ 
 
منذاسِ وَأَٔخْذِهُُِ أ

 
يِمْ أَٔمْوََٰ َِۖ أ ا۟ وَكدَْ نَُُوا۟ غَنْوُ وَأَٔكُِْ بوَه

فِريِنَ مِنُْْمْ ػذََابً أَٔهِيماً            طِلِ ْۚ وَأَٔغْتَدْنََ نِوْكَ َٰ مبَْ َٰ
 
 بِْ

”Dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

daripadanya, dan karena mereka memakan 

harta benda orang dengan jalan yang batil. 

Kami telah menyediakan untuk orang-orang 

yang kafir di antara mereka itu siksa yang 

pedih.” (Q.S An-Nisa (4):161) 

b. Karena riba menghendaki mengambil harta orang lain 

tanpa ada imbangannya, seperti orang menukarkan uang 

kertas Rp.100.000 dengan uang recehan sebesar 

Rp.95.000, maka uang senilai Rp.5.000 tidak ada 

imbangannya, maka uang senilai Rp.5.000 adalah riba. 

c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas 

berusaha yang sah menurut syara. Jika riba sudah 

mandarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih 

suka berternak uang karena ternak uang akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada 

dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah. 

d. Riba menyebabkan putusnya berbuat baik terhadap 

sesama manusia dengan cara utang piutang atau 

menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba 

lebih cenderung memeras orang miskin daripada 

menolong orang miskin.
49

 

 

Menurut ulama ada beberapa alasan diharamkannya 

riba yaitu: 

a. Menurut tafsir Al-Mizan, alasan diharamkannya riba 

adalah karena adanya tambahan dalam utang piutang 

dan/atau tambahan dalam tukar menukar barang yang 
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sejenis. Karena itu perlu adanya standar penetapan nilai 

atau harga suatu barang disebabkan nilainya berbeda-

beda. 

b. Menurut Al-Ghazali dalam kitab ihya” ulum ad-din 

dalam bab syukur, alasan diharamkannya riba adalah 

uang dibuat untuk dijadikan standar penetapan harga 

dan alat tukar. Uang itu sendiri tidak memiliki nilai 

intrinsik. Kalua uang itu memiliki nilai intrinsik, maka 

ia tidak akan memainkan peranan sebagai uang seperti 

barang-barang niaga yang lain, nilainya berbeda-beda 

karena berbedanya individu-individu yang 

menggunakannya (berdasarkan hukum supply and 

demand) 

c. Menurut Ath-Thabari, alasannya diharamkan riba yaitu: 

1) Karena menggunakan uang tidak sesuai fungsinya 

itu menyebabkan berubahnya harta sedikit demi 

sedikit menjadi objek riba. Dengan kata lain, hal 

itu menyebabkan adanya sentralisasi kekayaan dan 

munculnya perbedaan kelas dalam masyarakat. 

Konsekuensi riba adalah munculnya para pemilik 

modal besar dan bertambahnya keuntungan 

tterhadap modal. 

2) Riba menyebabkan bertambahnya modal 

perdagangan dan menjadikan potensinya lebih 

besar daripada yang sudah ada. 

3) Riba menyebabkan timbulnya kecongkakan dalam 

masyarakat, sebagian memakan dan menundukkan 

Sebagian yang lainnya. 

d. Menurut Abu Zahrah dalam buku Al-Islam wa Al-

Musykilah, alasan diharamkannya riba, yaitu 

larangan untuk menguasai kekayaan, dengan 

pemanfaatan harta milik orang lain secara zalim.
50
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Dalam perspektif filsafat, sebab diharamkannya riba 

yaitu: 

a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan 

orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang 

lain. Riba keuntungan dari orang laindari kebutuhan 

orang lain. Sedangkan Islam menginginkan agar 

manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam 

pemenuhan kebutuhan. 

b. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan 

usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia 

telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha. 

c. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan 

usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, dan 

sebagai akibatnya dalah terjadinya resesi ekonomi. 

d. Riba menjadi penyebab terpilahnya masyarakat ke 

dalam dua kelas, kelas produktif dan kelas non-

produktif. Riba cenderung mengobarkan kelas produktf 

dan menjadikannya kelas non-produktif. Pada 

gilirannya hal ini melemahkan kelas produktif, bahkan 

menghapusnya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi 

dan hilangnya kesejahteraan masyarakat. 

e. Riba termasuk di antara bentuk-bentuk usaha para 

pemilik modal yakni di antara keadaan-keadaan di 

mana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi 

hanya menanamkan modalnya. Sehingga secara lambat 

laun hilanglah persamaan social di antara anggota 

masyarakat. 

f. Riba pada kenyataannyaa, adalah pencurian, karena 

uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki 

fungsi selain sebagai alat tukar. Uang itu sendiri tidak 

memberikan keuntungan, karena uang itu adalah 

mandul.
51
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Hanabilah berpendapat bahwa alasan diharamkannya 

riba adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang yang 

ditakar dan timbangan bagi barang yang dapat ditimbang. 

Pendapat ini merupakan riwayat yang masyhur di kalangan 

Hanabilah. 

Malikiyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya 

riba pada uang adalah masalah nilai, dan pada makanan 

adalah karena ia merupakan bahan pokok yang tersimpan, 

yakni menjadi kebutuhan manusia dan bisa disimpan sampai 

waktu yang diinginkan. 

Syafi’iyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya 

riba pada emas dan perak karena keduanya dari jenis nilai. 

Adapun pada empat barang selain emas dan perak, maka 

alasannya adalah karena ia adalah makanan, yaitu komoditi 

yang secara umum dimakan orang. Ini merupakan salah satu 

Riwayat di kalangan Hanabilah.
52

 

Riwayat lain di kalangan Hanabilah menyatakan bahwa 

alasan diharamkan selain pada emas dan perak adalah bahwa 

ia merupakan makanan yang dapat ditukar atau ditimbang, 

maka tidak ada riba pada makanan yang tidak dapat ditukar 

dan tidak dapat ditimbang. 

 

3. Hikmah Diharamkannya Riba 

a. Hikmah Riba Dayn (Utang Piutang) Diharamkan 

Riba diharamkan karena mendatangkan dampak 

negatif terhadap individu dan masyarakat. Dampak 

negatif terhadap individu yaitu kebutuhan Nurani 

pelaku riba dengan keegoisan, keserakahan, kikir, dan 

menjadi budak harta yang berakhir dengan kondisi yang 

dijelaskan Allah tentang pelaku riba dalam Q.S Al-

Baqarah (2): 275, yaitu orang tersebut bagaikan orang 

gila. 
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Dampak negatif pada masyarakat adalah bila mana 

riba telah mrenjalar pada kehidupan sebuah masyarakat 

akan tampak efek negatifnya dari sisi social dan 

ekonomi. 

Dari segi social, masyarakat akan dipenuhi rasa 

egois, dengki, serta benci dan bukan saling tolong-

menolong. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan; 

kaya dan miskin, seperti kenyataan yang terjadi di 

negara kapitalis, di mana golongan kaya bersenang-

senang tanpa susah dan Lelah dari hasil bunga riba, 

yang diterima dari kaum miskin. Pada saat yang sama 

gololongan miskin menghabiskan umur mereka untuk 

membayar bunga utang yang menghimpit mereka, yang 

terus berlipat ganda dengan berlalunya masa. Bilamana 

si miskin terlambat membayar bunga, si kaya tanpa 

belas kasihan tidak untuk mrnjual harta si miskin yang 

menjadi agunan lalu mengambil kreditnya yang jauh 

besar daripada utang pokoknya.
53

 

Kesimpulan akhir dari sistem kapitalis bahwa 

golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin 

bertambah miskin. 

Dari sisi ekonomi, riba menyebabkan dampak 

negatif terhadap ekonomi sebuah negara diantaranya: 

1) Riba menyebabkan berkurangnya proyek di bidang 

produksi barang, karena para pemilik modal 

umumnya menginginkan keuntungan tanpa mau 

menghadapi resiko kerugian. Maka cara yang 

aman adalah memberikan kredit dan mendapatkan 

interest (bunga). Dan car aini tidak terlalu 

memberikan andil dalam memajukan ekonomi 

sebuah negara. 

2) Riba menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat. Dalam teori ekonomi dijelaskan 

bahwa meningkatnya jumlah uang yang beredar 

                                                           
53 Ibid., 92. 



 

 
 

43 

disebabkan banyaknya kredit yang dikucurkan 

bank dan para pemilik modal di suatu negara 

tersebut, karena banyaknya jumlah uang yang 

beredar tidak diikuti dengan banyaknya jumlah 

barang dan jasa yang tersedia. 

3) Riba menyebabkan tingginya harga barang dan 

jasa. Karena para pemilik usaha membiayai usaha 

mereka dengan kredit berbunga, maka mereka 

terpaksa menaikan harga jual barang produksi 

untuk menutupi biaya produksi yang begitu tinggi 

disebabkan bunga kredit yang mesti mereka bayar. 

Menurut Sayid Sabiq, riba diharamkan karena 

mengandung akibat negatif yang sangat besar. Di 

antaranya sebagai berikut: 

1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara 

pribadi dan menghabiskan seluruh semangat kerja 

sama atau saling tolong-menolong. Sedangkan 

semua agama terutama Islam sangat menyeru 

perbuatan saling tolong menolong dan mengecam 

orang yang mengutamakan kepentingan sendiri 

dan mengeksploitasi kerja keras orang lain. 

2) Dapat mrnimbulkan mentalitas pemborosan, malas 

kerja, penimbunan harta tanpa kerja keras, 

bagaikan benalu yang tumbuh di atas jerih payah 

orang lain. Islam sangat menghargai kerja keras 

dan menghormati orang yang menjadikan 

pekerjaan sebagai mata pencaharian. 

3) Riba merupakan salah satu cara menjajah. Karena 

itu orang yang berkata: penjajah berjalan di 

belakang pelakang dan pendeta.
54

 

Menurut Ali Jurjawi, riba akan mengakibatkan: 

1) Adanya eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya 

kepada si miskin. 
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2) Uang yang dimiliki oleh si kaya tidak disalurkan 

kepada hal-hal yang produktif misalnya pertanian, 

industry dan sebagainya yang dapat menciptakan 

peluang kerjayang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat dan pemilik modal sendiri. Tetapi 

modal tersebut disalurkan kedalam pengkreditan 

berbunga yang tidak produktif. 

3) Mengakibatkan kebangkrutan usaha pada akhirnya 

bisa mengakibatkan konflik, jika si peminjam tidak 

sanggup mengembalikan pinjaman dan bunga. 

b. Hikmah Riba Ba‟i (jual beli/tukar menukar) 

Diharamkan 

Riba ba‟i diharamkan dalam rangka menutup celah 

terjadinya riba dayn. Karena riba fadhl ukurannya 

berbeda namun tunai dan riba nasi’ah tidak tunai namun 

umurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk riba 

besar, yaitu: riba dayn yang dilakukan oleh orang 

jahiliyah. Karena hakikatnya riba dayn adalah 

kumpulan dari fadhl dan nasi‟ah di mana terdapat 

ukuran yang tidak sama dan tidak tunai. Orang yang 

memberikan kredit sebesar Rp.100.000 dengan 

persyaratan dikembalikan Rp.110.000 pada hakikatnya 

dia telah menggabungkan riba fadhl dan nasi‟ah. 

Karena itu riba ba‟i diharamkan agar tidak terjadi riba 

yang lebih besar yaitu riba dayn. 

Menurut Abdulah bin Muhammad Ath-Thayyar et 

al, hikmah diharamkannya riba adalah: 

1) Riba merupakan penyebab permusuhan antar 

muslim dengan menghilangkan semnagat tolong 

menolong di antara mereka. 

2) Dengan riba, para pemodal dengan mudah 

mendatangkan keuntungan yang menyebabkan dia 

malas untuk bejerja dan enggan berkarya 

menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat 

bagi masyarakat dan bangsa, seperti berbisnis di 
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bidang perdagangan, pertanian, produksi, dan lain 

sebagainya. 

3) Riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial, orang 

yang miskin akan semakin miskin, dan orang yang 

kaya akan semakin kaya.
55

 

 

4. Macam-macam Riba 

Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi dua. 

Masing-masing adalah riba utang-piutang (riba dayn) dan 

riba jual beli. Kelompok pertaman terbagi lagi menjadi riba 

qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual 

beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi‟ah. Keempat 

riba tersebut adalah: 

1. Riba Qardh 

Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat 

kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang 

berutang (muqtaridh). 

2. Riba Jahiliyah 

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang 

dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak 

mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. 

Ketidakmampuan mengembalikan utang dimanfaatkan 

oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam 

perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena 

merupakan bagian dari riba. 

Oleh karena itu, ulama memberikan definisi riba 

jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya 

karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya 

pada waktu yang ditetapkan. 

3. Riba Fadhl 

Riba fadhl adalah riba yang timbul akibat 

pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kreteria 
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secara: kualitas (mitslan bi mitslin), kuantitas (sawa‟an 

bi sawa‟in) dan penyerahan yang tidak dilakukan secara 

tunai (yadan bi yadin), pertukaran jenis ini mengandung 

ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak 

terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam Lembaga 

keuangan perbankan, riba fadhl dapat ditemui pada 

transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan 

secara tunai. 

4. Riba Nasi‟ah  

Merupakan riba yang timbul karena adanya utang 

piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul 

bersama resiko (al-ghamu bil ghunmi) dan hasil usaha 

yang muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman). 

Dengan demikian keuntungan (al-ghunmu) muncul 

tanpa adanya resiko (al-ghurmi) dan hasil usaha (al-

kharaj) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal 

(dhaman) akan mengakibatkan terjadinya riba.
56

 

Menurut definisi lain riba nasi‟ah yaitu 

penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 

ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi 

lainnya. Riba nasi‟ah muncul karena adanya perbedaan, 

perubahan, dan tambahan antara yang diserahkan saat 

ini dan diserahkan kemudian. 

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab I‟lam Al-

Muwaqi‟in „An Rab Al-„lamin, riba dibagi menjadi dua 

bagian, riba jail dan riba khafi. Riba jail sama dengan riba 

nasi‟ah dan riba khafi merupakan jalan yang menyampaikan 

kepada riba jail. 

Riba jail adalah berlebih salah satu atau dua pertukaran 

yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, 

berlrbih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, 

berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan 

berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur. 
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Riba nasi‟ah adalah riba yang pembayarannya dan 

penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, 

sedangkan riba fadli semata-mata berlebihan 

pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Riba jail dan 

riba khafi yang dijelaskann oleh Ibnu Qayim al-Jauziyah di 

atas juga dijelaskan pula menurut beliau riba jail adalah riba 

nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan riba khafi adalah 

riba yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya. Inilah yang 

disebut riba fadhl yang besar kemugkinan membawa kepada 

riba nasi‟ah. 

Ulama Syafi’iyah menambahkan satu macam lagi, 

yakni riba al-yad. Riba al-yad adalah menukar harta ribawi 

dengan harta ribawi yang lain yang meliliki „illat serupa 

tanpa dipersyaratkan adanya penangguhan pembayaran, 

namun terjadi penangguhan serah terima kedua barang yang 

dipertukarkan atau salah satu waktu yang transaksi 

berlangsung. Menurut mayoritas ulama, riba ini termasuk 

riba fadhl.
57

 

 

5. Hal-hal Yang Menimbulkan Riba 

Jika sesorang menjual benda yang mungkin 

mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang 

menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas 

dan perak dengan yang sejenis atau bahkan makanan seperti 

beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, 

maka disyaratkan: 

a. Sama nilainya (tamasul), 

b. Sama ukurannya menurut syara’, baik timbangannya, 

takarannya maupun ukurannya, 

c. Sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad 

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran. 

a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 

dengan uang recehan Rp.9.950, uang Rp.50 tidak ada 
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imbangnya atau tidak tamasul, maka uang Rp.50 adalah 

riba. 

b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 

dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari 

pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman 

adalah riba sebab tidak ada imbangnya. 

c. Seseorang menukar seliter beras ketan dengan dua liter 

beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab 

beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh 

dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya adalah beras 

ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan 

untuk membeli beras dolog. 

d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu 

bata uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, 

sedangkan batu bata diambil nanti ketika membangun 

rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah 

perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan 

berpisah sebelum serah terima barang. 

e. Seseoramg yang ingin menukarkan 5 gram emas 22 

karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba 

walaupun sama ukurannya tetapi berbrda nilai 

(harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat 

dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, 

juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama 

ukurannya tidak sama.
58

 

 

6. Pengaruh Riba dalam Transaksi  

Mayoritas faquha berpendapat bahwa transaksi yang 

bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak 

boleh diteruskan. Barangsiapa mempraktikan riba, maka 

transaksinta ditolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah 

berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. Larangan 

dalam riba menunjukan hukum haram dan rusak. Rasulullah 
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Saw., telah bersabda: “barangsiapa yang mengerjakan 

sesuatu pekerjaaan yang tidak berdasarkan pada agama 

kami, maka perbuatannya itu ditolak”. (HR. Muslim)”.
59

 

Hanafiyah berpendapat bahwa mensyaratkan adanya 

riba dalam jual beli merusak transaksi tersebut. Akan tetapi, 

mereka membedakan fasid (rusak dengan bathil (batal/tidak 

sah) dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, barang 

barang dagangan dijual belikan yang fasid (rusak) dapat 

dimiliki setelah diterima. Adapun barang dagangan dalam 

jual beli yang bathil (batal/tidak sah) tidak dapat dimiliki 

meskipun telah diterima. Jual beli yang mengandung riba 

termasuk jual beli yang fasid (rusak), makan seseorang dapat 

memilikinya setelah menerimanya dan ia wajib 

mengembalikan kelebihannya harga atau nilainnya jika 

barangnya telah rusak.
60

 

 

7. Dampak Riba pada Ekonomi 

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas 

pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu 

berarti akan memutuskan harta pada penguasaan para 

hartawan, padahal mereka hanya merupakan Sebagian kecil 

dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada 

hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang berupa 

upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli 

kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.
61

 

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, 

yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. 

Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis 

ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab 

utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai 

peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.
62
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Riba dapat menimbulkan over produksi. Riba membuat 

daya beli Sebagian besar masyarakat lemah sehingga 

persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya 

perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari 

kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya 

sekian jumlah pengangguran.
63

 

 

8. Fatwa Ulama Tentang Bunga 

Hampir semua majelis ormas Islam berpemharuh di 

Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, telah 

membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari 

kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai 

masalah yang berkembang di tengah umat Islam. Untuk itu 

kedua organisasi tersebut memiliki Lembaga ijtihad, yaitu 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail 

Nahdlatul Ulama.
64

 

a. Majelis Tajrih Muhammadiyah 

Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba 

yang dilarang dalam Al-Qur’an adalah riba yang 

mengarah kepada pemasaran terhadap debitur (zulm). 

Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Putusan Majelis 

Tajrih Muhammadiyah tentang Bunga Bank sebagai 

berikut. “Bahwa nash Al-Qur’an dan Sunnah tentang 

haramnya riba mengesankan adanya „illat terjadinya 

penghisapan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang 

lemah.
65

 

Dalam menetapkan hukum Bungan bank, 

Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode 

penetapan hukumnya. Bagi Muhammadiyah, „illat 

diharamkannya riba dalah adanya penghisapan atau 

penganiayaan terhadap pihak peminjam. 

Konsekuensinya, kalua “illat itu ada pada bunga bank, 
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maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya 

haram. Sebaliknya kalua „illat itu tidak ada pada bunga 

bank, maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak 

haram. 

Majelis Tarjih Sidoarjo (1969) memutuskan: 

1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-

Qura’an dan As-Sunnah. 

2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan 

bank tanpa riba hukumnya halal. 

3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara 

kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang 

selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabihat. 

4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk 

mengusahakan terwujudnya konsepsi sitem 

perekonomian, khususnya Lembaga perbankan, 

yang sesuai dengan kaidah islam. 

b. Nahdlatul Ulama 

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah 

Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama, memutuskan tersebut 

melalui beberapa kali siding, di Lampung pada tahun 

1982. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunga 

banknya sama seperti hukum gadai. Tersebut tiga 

pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.
66

 

1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente. 

2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, 

sedangkan adat yang berlaku kidak begitu saja 

dijadikan syarat. 

3) Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para 

ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. 

Meskipun ada perbedaan pendapat, Lajnah 

memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati 
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ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank 

adalah haram. 

 

9. Pendapat Ulama Tentang ‘Illat Riba 

Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh 

barang, seperti: terdapat pada nash, yaitu emas, perak, 

gandum, syair, kurma, garam, san anggur kering. Pada 

benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis 

adalah diharamkan.
67

 

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda 

pendapat: 

a. Zhahiriyyah hanya mengaharamkan ketujuh benda 

tersebut. 

b. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan 

Abu Hanifah, riba fadhl terjadi pada setiap jual-beli 

barang sejenis dan yang ditimbang. 

c. Imam Syafi’i dan sebagaian Imam Ahmad berpendapat 

bahwa riba fadhl dikhususkan pada emas dan perak  

dan makanan meskipun tidak ditimbang. 

d. Sa’id Ibn Musayyab dan sebagian Riwayat Ahmad 

mengkhususkannya pada makanan jika ditimbang. 

e. Imam Malik mengkhususkannya pada makanan pokok. 

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini. 

a. Madzhab Hanafi 

Illat riba fadhl menurut Ulama Hanafi adalah jual-

beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang 

yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, 

kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, 

jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang 

yang telah disebut diatas, seperti gandum ditimbang 
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untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah 

satunya, terjadilah riba fadhl. 

Adapun jual-beli pada selain barang-barang yang 

ditimbang, seperti hewan, kayu, dan lain-lain tidak 

dikatakan riba meskipun ada tambahannya dari salah 

satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua 

kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa 

ditimbang. 

b. Madzhab Malikiyah 

Illat diharamkannya riba menurut Ulama 

Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, 

sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka 

berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba 

nasi‟ah dan riba fadhl. 

Illat diharamkannya riba nasi‟ah dalam makanan 

adalah sekedar makanan saja (makanan selain untuk 

mengobati), baik karena pada makanan tersebut 

terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat 

disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. 

Illat diharamkannya riba fadhl pada makanan 

adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan 

pokok dan atau kuat disimpan lama. 

Alasan Ulama Malikiyah menetapkan illat diatas 

antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi 

penipuan diantara manusia yang menjasi pokok 

kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti 

gandum, padi jagung, dan lain-lain.
68

 

c. Madzhab Syafi’i  

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni 

kedua barang tersebut dihargakan atas menjadi harga 

sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari 

emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. 
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